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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3i TAHUN 20/21

TENTANG

PETA BATAS DESA TAMPULANG KECAMATAN JENAMAS
DAI{ DESA SUNGAI JAYA, KECAIII"ETAN DUSUN I{ILIR

DEN&JLS RAIffifiA? TE}I{AIT YATSG MAIIJT ESA

BE,PATT BAR{?* SETAEA?{,

bahr*'a dalant raxgka menciptakat tertii: acirninisfu-asi
Desa dan r*ersltlerikarl kepastiar: hukr-:xr r:neagenai
u'ilqvah &esa densan Desa lainryra- periu adanva
kepastian bata-s amtar llesa;

*:ahrn-a penetapan batas llesa ?arnpulang dengar: Desa
sr.l*gai Ja3,-a telah di*epaketi *l*h Ferneri.ntah Kecatnatan
Jer:*-c&as de*ga:: Femerint*h K*cama,t*-r-r Dr.;,sun Hilir
berdasarkar-r Berita Acara sr:pei:visi Batas il*sa s*kaxigus
tsatas Kecarrratax Desa Tarnpui*:ig Ke*amaian jertamas
dengan Desa sungai Jaya Kecarnatan ousr-ln Hiiir tanggai
1? Juli ?O?1;

}:ahu'a Lrerdasarka:: keter:{:uatr pasai g ayat iS] cian pasai
i7 Feraturaa &ienleri tralarn F{egeri irdontnr 45 Tairu* z*i6
tentang Pedornan Pe*etapan dan peneqasarl. Batas tr)esa
disebutk-a* Pers" Fenegasar: Eatas Desa dit*tapkax de*ga:r
I)+y+i-!r^- E).'*.":.E LlaLuaaai ULlPqLi.

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dir,naksud
daiam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu meireiapkan
Feraturan Bupati tentang Feta tsatas Desa Tampuiang
Kecamatan Jenamas dan Desa sungai Jaya Kecamatan
Dusun Hilir;

1. undang-Undang Nomor 27 Tahun 19s9 tentang
Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentan[
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Ncmcr' 9) sebagai undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor T2 Tahun 1g5g,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
i82g;
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2071 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2}ll Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 251fl;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Repubiik incionesia Nomor
Sae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
IYorxar 9 Tahun 2015 tentang Perr-rbahan Kedua Atas
Undarrg-U::.C.*xg i$*rr:+r' ?3 Tah*,.1n 2O14 tentang
Pemerintah Daerah il,ernbaran Negara Repubtrik Indonesia
lllahun 2C115 Nor*or 58* Tambahan Lersbaran Nega-ra
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 ?ahun 2*2C tentang Cipta
Kerja {I"embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2*20
Nomor 245, Tarnbahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nornor 65?3);

Per-aiurarr Femerinlair Nunror 43 Tahurr 2Ai4 tentarrg
Peraiuran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2*L4 tentang Desa {I-ernbaran Negara Repnblik Indonesia
Tahun }A1.4 Narnor !23, Ta:'nLrahan l-ernbaran Negara
Repubtik Ind,or-resia Nornor 5539) sebagairnana. titah
diubah beberapa kaii reraichir ciengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A1,9 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2O14
tentang Pelaksanaan UnCang-Undang Nom.or 6 Tahun
ZAH tentang Desa {Lembaran Negara Rebulik Indonesia
Tahua 2*T4 Nomor 113, Tarnhahan Lernbarar: fltregara
Republik Indonesia Namor 5539);

Peraturan Pem*dntah Ficmcr i7 Tahua 2018 teatang
Kecarnatan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Ska-la 1 : 5OOOO (Lembaran Negara
Rebulik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2027 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
9 Tahun 2AL6 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta Pada Tingkat Keteli+.ian Peta Skala 1:5O.OOO
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor
e2l;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIS Nomor 20Z6l,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri 12o rahun za18 tentang Ferubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2o7s
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 21lg Nomor lSTl;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun zot7
tentang Penataa:r Desa {Berita Negeri Republik Indonesia
Tahun ZALT $*n:*r 155);

12. Feraturen Menteri Dalarxr Negeri Nomor 1sr rahun 1fi17
tentang Kode dan Data witafah ei"..i',i*tr*si pemerintah
{Berita Negara Republik Indonesia Ta}run zalv Nomor
1955i Sebagaima,ra Teiah Diubah Dengan Feraru:-an
Menteri Dalam Negeri $fomor TZ ?ahun z8lq tentang
Per-r.rbahax Atas Peia**ran Menteri Dar,ane Negeri Nornoi
137 Tahun 20-17 tenrang Korle Dan Data Wiiayah
Administra.si Pemerintahan {Berita Negara eepubuk
Isd.onesia Tahun 2Oig I'iorn*r 1SZfl;

i3- Peraturan Menteri Dalarn Fegeri NErmcr tr4tr ?ahun tol7
tenta*g Penegasan Batas D;;r; {B.,i; lo*g** Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor Tg];-

14. Feratrrran Badacr Infarnrasi Geospasiai Nornor 1s rahun
2}lg tentang Metode f".to**t i?- p"e" fenetapan dan
Peaegasa:r Eetas sesalKelurahs* {Eerita l{egara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 1529); dan

15" Perahrran Daerah Kabupatea Barita selatan Narnor
7 'fahr-m 2*2* tentaxg Fembentukan produk Hukum
Daerah {Lembararr Daerah Kabupaten Ba,rito selatair
Tahun Zaza Nornor v, Tambahan tembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor T);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
TAMPULANG KECAMATAN JENAMAS DENGAN DESA
SUNGAI JAYA KECAJVIATAN DUSUN HILIR.
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BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang
bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas
buatan.

2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi
pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian
iitik-titik koorriinai yang beracia pada permukaan bumi
dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung
gunung/pegunungan (utaterstrcd), median sungai
dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan
dalara bentr-lk peta"

3. Batas alam adalah unsur*utlsrr alami seperti gunung,
sungai, pantai, danau cian sebagainya, yang dfutSratakan
atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sehagainva,
yang drnyatakan atau ditetapkan sebagai tratas Desa.

A.+.

=J.

Peta batas Desa adalah peta yang rnenyajikan semlla
urr$llr batas dare unsr.rr lainnya, seperti piiar batas, garis
batas, top*trirni, perairat dan transportasi.

triia:' Batas Utarar* yang seiar*rjutnya disirrgkai FBU aelalajr
pitrar yang dipasang sebagai tanda batas antal: Ilesa yang
Ciletakkan tepat pada batas a*tar Desa.

Pilar Acuan Batas Utarna yang selanjutnya disingkat
FABi"t adalair piiar yang dipasang sebagai tanria batas
antar Desa yang diletakkan di sisi batas atram atau buatan
]'arrg t:erftmgsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.

?itik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adatah
tutik-titik kocrdinat tratas yeng ditentui<an berciasarkan
pen gukr"rran / perh itr-rngan p0slsl tirik dengan
fiIengglinal<an peta dasar danr. peta-peta lain sebagai
-^-t-.^ *I .^*
H{-rLrrtir\.i-FJ.

Lintang Selatan yang selanjutry;a disingkat LS adalah
kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis
khatulisriwa yang ciigunakan untuk menentukan iokasi rii
bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;

Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis
khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan
Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut
antara posisi bujur dengan garis Medirian.

10. Kanal Proyek Pengernbangan Lahan Gambut yang
disingkat Kanal PLG adalah Proyek Pengembangan Lahan
Gambut 1 (satu) juta hektar di Provinsi Kalimantan
Tengah, diiaksanakan berriasarkan instruksi Presiden
tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan.

a

8.

9.
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BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

Desa Tampuiang terietak pada koordinat 02' 2z' 16" LS dan
1 14" 50', 32', BT
Batas Desa Tampuiang rneliputi :

a. Batas Utara
b. Batas Barat
c. Batas Timur

d. Batas Seiatan

a. Batas Utara
b" Batas Barat
c- Batas Timur
d. Batas Selat*lr

dan Desa suagai Jaya terletak pada kscrdinat o2' 24, og', LS
darr 1tr4" 42' *1" B?
Batas Desa Sungai Jaya meliputi :

Desa Rangga Ilung
Desa Sungai Jaya
Kelurahan Rantau Kujang dan Desa
Rantau Bahuang
Desa Tabatan

liesa F+fqiai:andau
Kabupaten Kapuas
Desa Tampulang
Ka"bupaien Kapuas

e.-

tl"

Fasal 3

Bats.s Desa Tarnpulang Kecarnatan Jenamas dengan Desa
Su*gai iaya Kecamata, Dusun F{iiir dirmrlai tiari '

As Kanei D3 yang ditandi oieh pAEU-x dengan kn*rdinat 2"
29' 35.1?" LS dan 1i4" 46' lt"gg. B?;

PABU-I selanjutnya nlerrgarah ke ?enggara sampai pada As
su*ga: sar*Lru di Ka*aI Ds yang ditand-ai coleh pB{J-l
dengan koordinat 2' 29' 18.92" LS dan 114" 4g, I3.6g', tsT;

PBU-1 selanjutnya mengarah ke Timur sarnpai pada As
Sungai Sambu yang ditandai dengan TK - 1 *engan
k*+rdinat 2" 29' 18.3" I"S Cen 114" 43, 1S"g" ET; dan

TK-i se-ianjutrrya mengarah ke Ticnur iaut sarnpai pada As
Kanal PLG Srang ditandai *treh pABU-2 densan koordinat ?"
23' 36.26" LS dan 114" 51' 42.41" BT yang juga pertigaan
batas Desa Tampulang, Desa Rangga Ilung- Kecamatan
Jenamas dan Desa sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir.

Pasal 4

PABU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat tetap dan
tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama Desa,
penggabungan dan atau pernekaran Desa, perubahan status
Desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada
masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan
Perunciang-undangan.

C.

{i.
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Pasat 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak
atas tanah, h* ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada
masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan
Perrndangrundangan.

Pasal 6

Batas Desa dan koordinat batas Desa sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 3 dimuat dalam Peta Bata.s Desa Tampurang
Kecamatan Jenamas dengan Desa sungai Jaya Kecamatan
Dusun Hilir sebagaimana tercantum dalarn l"ampiran yang
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

diunda*gkan.
memerintahkan
penemllatannya

bw 20/2L

A SIUSIIRI

rA![,
,..)

ta

Diundangkan di
pada tanggal 1

Buntck
gpmewb*r

SEI(R TARIS DAERAH
I(ABUPATEII BARITO SELILTAN,

EDY PURUIANTO

BERITA DAERAH KABUPATET BARITO SELITTAN TAIIUN 20,21-
NOMOR 5?.
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